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ABSTRAK 

Perkawinan sejatinya menginginkan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah, namun tidak 

jarang dalam sebuah pernikahan ada permasalahan, salah satunya yaitu pemalsuan identitas yang 
dilakukan oleh satu pihak dalam suatu hubungan,dalam perkawinan, jika ada pihak yang melanggar 
persyaratan saat melangsungkan perkawinan maka boleh dilakukan pembatalan perkawinan. 

Pemalsuan identitas yang terjadi saat perkawinan bisa di batalkan oleh pengadilan agama karna 
adanya cacat hukum. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mengeksplorasi proses hukum yang 
dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas saat perkawinan, (2) Untuk mengetahui pertimbangan 

hakim terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Metode penelitian 
ini menggunakan kualitatif library research pendekatan penelitian normatif dengan mengkaji tentang 
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang mana  menggunakan data kepustakaan 

juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pembatalan perkawinan 
karena pemalsuan identitas. Hasil penelitian ini pertama proses hukum pada kasus pemalsuan 
identitas saat perkawinan terjerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman  pidana 6 tahun, dan juga 
melanggar Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi keperdudukan pada pasal 94 

dengan ancaman paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00., kedua 
pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan merujuk pada Undang-undang No 1 tahun 1974, 
begitu juga peraturan perkawinan pada peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 dan dalm pasal 22 

Undang-undang No 1 tahun 1974. 

Kata Kunci: Hukum; Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas. 

ABSTRACT 

Marriage actually wants a marriage that is sakinah mawadah warahmah, but it is not uncommon for 
a marriage to have problems, one of which is identity forgery committed by one party in a 
relationship, in marriage, if a party violates the requirements when entering into a marriage, a 
marriage annulment may be made. Falsification of identity that occurs during marriage can be 
canceled by the religious court because of legal defects. The purpose of this study (1) To explore the 
legal process carried out in cases of identity forgery during marriage, (2) To find out the judge's 
consideration regarding the annulment of marriage caused by identity forgery. This research method 
uses a qualitative library research normative research approach by examining the annulment of 
marriage due to identity forgery which uses library data and also analyzes the laws and regulations 
related to the annulment of marriage due to identity forgery. The results of this study are first, the 
legal process in cases of identity forgery during marriage is caught in Article 263 of the Criminal Code 
with a criminal threat of 6 years, and also violates Law No. 24 of 2013 concerning civil administration 
in article 94 with a maximum threat of 6 years and / or a maximum fine of Rp. 75,000,000.00. 
second, the judge's consideration regarding the annulment of marriage refers to Law No. 1 of 1974, 
as well as marriage regulations in government regulation no. 9 of 1975 and in article 22 of Law No. 
1 of 1974. 

Keywords: Law; Marriage Annulment; Identity Falsification. 

PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

tentu memerlukan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi 

maupun non materi. Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang 

tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu berupa akal dan hawa nafsu. Oleh karenanya, 

diperlukan aturan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut 
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agar tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tercipta keteraturan dan 

ketertiban dalam Masyarakat. Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan 

memiliki rukun syarat seperti ibadah lainnya. Dalam Hukum Islam perkawinan 

adalah pernikahan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, artinya telah 

memenuhi semua syarat yang diperlukan. Sebagaimana tujuannya bukan semata-

mata untuk kesenangan lahiriah semata, akan tetapi dapat memlihara diri dari 

kesesatan, serta mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU 

Perkawinan, 1974). ” Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah 

untuk menghindari maksiat dan zina antara laki-laki dan perempuan. Firman Allah 

dalam surahnya QS Ar-Rum Ayat 21 : 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.” (Kemenag RI, 2014). Dari ayat tersebut, Allah SWT menunjukkan salah 

satu kebesaranNya untuk menjadikan manusia berpasang-pasangan dengan 

tujuan supaya mendapat ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi, 

serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Begitu pentingnya makna dari 

tujuan perkawinan, oleh karenanya syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. 

Adapun rukun menurut syariat agama dan kepercayaan untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah antara lain (Admiral, 2008) : 1) Ada calon suami, 2) Ada 

calon istri, 3) Ada wali nikah dari pihak calon istri, 4) Terdapat dua orang saksi 

laki-laki, 5) Terdapat mahar, 6) Melaksanakan prosesi ijab Kabul 

Salah satu masalah yang kerap terjadi di masyarakat mengenai perkawinan 

adalah memalsukan identitas agar bisa melakukan pernikahan lagi, dimana suami 

yang telah memiliki istri melakukan hal ini karena poligami dinilai tidak baik di 

kalangan masyarakat. Memang dalam islam tidak menyuruh poligami, tetapi juga 

tidak melarang pologami, namun yang lebih utama adalah tidak melakukan 

poligami (Sholeh, 2017). Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat, dimana 

seseorang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, 

terlebih ketika mendapatkan celah yang mendukung mendapatkan hal tersebut 

(Windi, 2022). Berbicara mengenai pemalsuan identitas sebagai alternatif 

melakukan poligami, hal ini tentunya akan menjadi sebab segala masalah 

diantaranya talak, gugat cerai dsb. Adapun, hukum menikah dengan identitas 

palsu atau dokumen palsu adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini 

merujuk pada pasal 72 ayat (2) KHI dan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan yang 

menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan penipuan atau 

salah sangka mengenai diri suami/istri dapat diajukan pembatalan perkawinan. 
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Memalsukan dokumen dan menggunakannya juga diancam pidana berdasarkan 

pasal 263 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun. 

Salah satu yang menjadi akibat dari pemalsuan identitas adalah 

pembatalan perkawinan. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan 

adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak 

pernah ada (Mangkupranoto, 1986). Dalam hukum islam, dari suatu perkawinan 

dapat dinyatakan batal apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat 

perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya hal-hal yang dating di 

kemudian hari dapat membatalkan suatu perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka 

Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan 

pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut beberapa poin alasan atau syarat 

pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan yaitu 

sebagai berikut: 1) Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan 

yang tidak berwenang, 2) Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang 

tidak sah, 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, 4) 

Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 5) Terjadi 

salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung (UU 

Perkawinan, 1974). Maka dari itu tim peneliti ingin mengkaji dengan judul “Kajian 

Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas” dengan dua rumusan 

masalah diantaranya; Bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam kasus 

pemalsuan identitas saat perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim terkait 

pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. 

METODE 

Metode penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif pendekatan 

library reasearch dengan penelitian hukum normative, dimana tim peneliti 

mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang mana 

menggunakan data kepustakaan diantaranya referensi jurnal bereputasi baik serta 

juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang mencermati kajian 

ilmiah mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Hukum yang dilakukan dalam Kasus Pemalsuan Identitas saat 
Perkawinan 

Proses hukum yang dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas saat 

perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk 

memastikan keabsahan dan keberlakuan pernikahan serta untuk melindungi hak-

hak individu yang terlibat. Pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan adalah 

tindakan ilegal yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah 
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beberapa pembahasan terkait dengan proses hukum dalam kasus pemalsuan 

identitas saat perkawinan: 

a) Pemahaman Tentang Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan: Pemalsuan 

identitas dalam perkawinan adalah tindakan di mana salah satu atau kedua 

calon pengantin atau pasangan yang sudah menikah memberikan informasi 

palsu atau mengelabui tentang identitas mereka. Hal ini dapat mencakup 

penggunaan dokumen palsu, tanggal lahir palsu, atau informasi pribadi 

lainnya yang salah; 

b) Pelaporan Kasus Pemalsuan Identitas: Pertama-tama, ketika seseorang 

atau pihak yang berkepentingan mengetahui atau memiliki alasan untuk 

curiga terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, mereka dapat 

melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian 

atau pihak yang berwenang dalam hukum perdata; 

c) Penyelidikan oleh Pihak Berwenang: Setelah menerima laporan, pihak 

berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang 

berkaitan dengan kasus pemalsuan identitas. Ini mungkin melibatkan 

pemeriksaan dokumen, wawancara dengan saksi-saksi, dan pengumpulan 

informasi lainnya; 

d) Proses Hukum Perdata: Kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan 

biasanya akan ditangani dalam pengadilan perdata. Dalam proses ini, 

pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan 

dan mendengarkan argumen dari kedua pihak yang terlibat; 

e) Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan: Salah satu hasil yang 

mungkin dari proses hukum ini adalah pengajuan gugatan pembatalan 

perkawinan. Jika pemalsuan identitas terbukti, perkawinan tersebut dapat 

dinyatakan tidak sah atau dibatalkan; 

f) Hukuman dan Konsekuensi: Jika pemalsuan identitas dalam perkawinan 

terbukti, pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk denda, 

hukuman penjara, atau sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku di 

yurisdiksi tertentu. Selain itu, pemalsuan identitas juga dapat berdampak 

pada hak-hak pernikahan, seperti hak-hak harta bersama, hak asuh anak, 

dan lain-lain; 

g) Perlindungan Hak-hak Korban: Proses hukum juga bertujuan untuk 

melindungi hak-hak korban pemalsuan identitas, termasuk hak untuk 

mendapatkan kompensasi atau pemulihan kerugian yang mungkin mereka 

alami akibat perbuatan tersebut; 

h) Upaya Pencegahan: Agar kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan 

dapat dicegah, penting untuk memiliki sistem yang kuat untuk 

memverifikasi identitas calon pengantin, serta memberikan edukasi tentang 

risiko pemalsuan identitas. 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diakui sah oleh masyakarat 

berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku, dalam setiap perkawinan 

sejatinya ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah agar 
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dapat mencapai kesejahteraan dalam suatu keluarga. Persyaratan dalam sebuah 

pernikan sesuai Undang-undang No 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975, 

didalam nya terpadat rukun dan syarat untuk melaksakan pernikahan. Yang 

pertama, yaitu mengenai umur calon suami dan istri, untuk calon suami minimal 

berusia 19, sedangan calon istri minimal 16 tahun. Kedua bila terjadi 

penyimpangan terkait masalah umur dapat meminta dispensasi kepada 

pengadilan. Ketiga dispensasi yang diberikan wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah pihak (UU No.16, 2019). 

Syarat perkawinan di atas haruslah terpenuhi, dan jika dalam pernikahan 

terdapat suatu kesalahan didalam nya, pernikahan dapat dibatalkan setelah akad 

terhadap pembatalan perkawinan. Pada UUP/1974 perkawinan dapat di batalkan 

disebabkan karena suatu hal; pertama dalam suatu perkawinan masih terdapat 

ikatan perkawinan yang legal di antara salah satu pihak tanpa diketahui pihak yang 

lain (Pasal 24 UU Perkawinan, 1974), kedua perkawinan yang dilangsungkan di 

muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, ketiga wali nikah yang 

tidak sah, keempat pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi 

(Pasal 26 UU Perkawinan, 1974), kelima perkawinan dilangsungkan di bawah 

ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU Perkawinan, 1974), keenam bila 

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 

atau istri (Pasal 27 UU Perkawinan, 1974).  

Namun dalam suatu pernikahan ada saja yang membuatnya berada dalam 

suatu masalah, salah satu pembatakan perkawinan karna pemalsuan identitas. 

Bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan yang di lakukan oleh sang suami 

yang menikah lagi tanpa adanya izin dari istri pertama untuk menikah Kembali 

terjerat Pasal 279 KUHP dan petugas yang membuat data-data palsu untuk 

perkawinan terjerat Pasal 263 KUHP tentang membuat surat-surat palsu serta 

memalsukan pesan diancam hukuman penjara selama 6 tahun (Khoirul, 2019). 

Perbuatan dijerat Pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa 

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau 

perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk 

itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu 

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun” (Pasal 279 UU Hukum 

Pidana, 2014).  

Namun seorang laki-laki baru dianggap terjerat pidana dari Pasal 279 KUHP 

ini apabila jika ia melakukan perkawinan yang kelima setelah ia melakukan proses 

empat kali pernikahan secara sah. Sedangkan bagi sang istri, pernikahan yang 

kedua kali sudah merupakan sebuah tindak pidana (Wirjono, 1981). Pada Pasal 73 

KHI menerangkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: 1. Para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami auat istri; 2. Suami atau istri; 

3.Penjabat yang berwenang mengenai pelaksanan perkawinan menurut undang-
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undang (Pasal 73 KHI). Sedangkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 

tahun 1975 menyatakan bahwa “perkawinan itu sendiri hanya dapat di batalkan 

okeh pengadilan ”. Maka demikian pembatan perkawinan dpat menyebabkan 

akibat hukum baik itu terhadap suami istri itu sendiri juga anak-anak mereka kelak, 

oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak bisa dilakukan di luar pengadilan 

(Rusli, 2013).  

Secara umum, Pasal 263 KUHP mengatur tentang isi surat palsu sebagai 

berikut; (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 

tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 

karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; (2) 

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat 

palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat 

menimbulkan kerugian (Adami, 2014). Untuk pertanggungjawaban pidana ini 

sendiri di tentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan 

dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana (Chairul Huda, 2006). Dengan demikian 

kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan 

tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang 

dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana (Admaja, 2004). 

Pertimbangan Hakim Terkait Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan 

oleh Pemalsuan identitas 

Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam sistem peradilan yang 

adil dan berkeadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kasus-

kasus hukum berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Dalam melakukan 

pertimbangan, hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sesuai 

dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etis, 

moral, dan keadilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh 

seorang hakim: 

1. Hukum yang Berlaku: Hakim harus memahami dengan baik hukum yang 

berlaku dalam kasus yang dia hadapi. Ini mencakup undang-undang, 

peraturan, preseden, dan kasus serupa sebelumnya. 

2. Fakta dalam Kasus: Hakim harus memeriksa dan mengevaluasi semua bukti 

dan keterangan yang diajukan dalam kasus. Ini mencakup kesaksian saksi, 

dokumen, dan informasi lain yang relevan. 

3. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum: Hakim harus memastikan 

bahwa putusannya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum, seperti asas 

keadilan, asas persamaan, dan asas kepastian hukum. 
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4. Kepentingan Pihak-pihak yang Terlibat: Hakim harus mempertimbangkan 

kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk hak-hak 

individu dan masyarakat umum. 

5. Etika dan Moral: Pertimbangan etis dan moral juga harus dimasukkan 

dalam proses pengambilan keputusan. Hakim harus menjaga integritasnya 

dan memastikan bahwa putusannya sesuai dengan norma-norma etis dan 

moral yang diterima secara umum. 

6. Preseden: Hakim harus mempertimbangkan preseden atau keputusan-

keputusan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang dia 

hadapi. Keputusan sebelumnya dapat memberikan panduan tentang 

bagaimana kasus serupa seharusnya ditangani. 

7. Aspek Sosial dan Politik: Hakim juga harus memahami dampak sosial dan 

politik dari putusannya. Ini bisa termasuk efek jangka panjang pada 

masyarakat dan implikasi politik yang mungkin timbul. 

8. Keadilan: Salah satu pertimbangan terpenting adalah keadilan. Hakim 

harus memastikan bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk 

mencapai keadilan dalam kasus yang diajukan. 

9. Kepatuhan dengan Hak Asasi Manusia: Hakim harus memastikan bahwa 

putusannya tidak melanggar hak asasi manusia pihak-pihak yang terlibat 

dalam kasus. 

10. Kewenangan dan Wewenang Hakim: Hakim harus memastikan bahwa dia 

memiliki kewenangan dan wewenang yang diperlukan untuk menangani 

kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Selanjutnya mengarah pada pembatalan perkawinan itu merupakan proses 

hukum di mana perkawinan yang sah dianggap tidak berlaku atau batal. 

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena beberapa alasan tertentu, dan 

prosedurnya bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Di bawah ini, kita 

akan membahas beberapa alasan umum dan proses yang terkait dengan 

pembatalan perkawinan. Alasan Pembatalan Perkawinan: 

1) Ketidakcukupan Usia: Jika salah satu atau kedua pasangan tidak mencapai 

usia legal yang diperlukan untuk menikah, perkawinan bisa dibatalkan. 

2) Kesalahan Identitas: Jika salah satu atau kedua pasangan menikah dengan 

menggunakan identitas palsu atau dengan maksud untuk menipu, 

perkawinan bisa dibatalkan. 

3) Penyakit Mental: Jika salah satu pasangan memiliki penyakit mental yang 

serius dan tidak diketahui oleh pasangan lain saat pernikahan terjadi, ini 

bisa menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan. 

4) Ketidakmampuan Fisik: Ketidakmampuan fisik yang serius untuk 

melakukan hubungan seksual atau memiliki anak dapat menjadi alasan 

untuk pembatalan perkawinan. 

5) Pernikahan Paksa atau Penipuan: Jika perkawinan terjadi karena tekanan 

eksternal, paksaan, atau penipuan, maka bisa dianggap batal. 
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6) Kesalahan Identitas Dalam Akta Nikah: Jika terdapat kesalahan dalam 

proses pernikahan, seperti kesalahan nama, tanggal, atau tempat lahir 

dalam akta nikah, ini bisa menjadi dasar untuk pembatalan. Pembatalan 

perkawinan menjadi sah ketika ada beberapa alasan diatas dimiliki. 

Selanjutnya Proses Pembatalan Perkawinan: 

1. Pengajuan Permohonan: Proses dimulai dengan pengajuan permohonan 

oleh salah satu atau kedua pasangan yang ingin membatalkan perkawinan. 

Biasanya, pengadilan adalah lembaga yang mengatur proses ini. 

2. Pemeriksaan Bukti: Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang 

mendukung klaim pembatalan perkawinan. Ini bisa mencakup saksi, 

dokumen pernikahan, dan bukti lainnya. 

3. Keputusan Pengadilan: Setelah pemeriksaan, pengadilan akan membuat 

keputusan apakah perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Jika 

ditemukan alasan yang cukup, perkawinan akan dibatalkan. 

4. Konsekuensi Hukum: Konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan 

dapat beragam. Biasanya, ini mencakup pembagian harta bersama, 

dukungan anak, dan status hukum anak. Hal ini akan bergantung pada 

hukum di yurisdiksi yang bersangkutan. 

Penting untuk dicatat bahwa aturan dan prosedur pembatalan perkawinan 

dapat sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi, sehingga penting untuk 

berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman 

dalam hukum keluarga jika Anda mempertimbangkan pembatalan perkawinan. 

Selain itu, proses pembatalan perkawinan juga berbeda dari perceraian. 

Pembatalan menganggap perkawinan tidak pernah sah, sementara perceraian 

mengakhiri perkawinan yang sah. Pilihan antara pembatalan dan perceraian akan 

bergantung pada situasi individu dan hukum yang berlaku di wilayah hukum yang 

bersangkutan. 

Pemalsuan identitas adalah tindakan yang melibatkan penggunaan atau 

manipulasi informasi pribadi seseorang dengan maksud untuk menipu, merugikan, 

atau mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum, pemalsuan 

identitas adalah pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum 

yang berat. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pemalsuan identitas dari sudut 

pandang hukum: Tindakan Pemalsuan Identitas, Tindakan pemalsuan identitas 

dapat mencakup berbagai kegiatan ilegal, seperti: Membuat atau menggunakan 

dokumen palsu, seperti SIM palsu, paspor palsu, atau kartu kredit palsu. 

Mengakses akun online atau perangkat dengan informasi pribadi orang lain tanpa 

izin. Mengambil alih identitas seseorang dalam komunikasi elektronik, seperti email 

atau media sosial. Mendaftar dengan nama orang lain dalam kegiatan yang 

memerlukan identifikasi, seperti mengajukan pinjaman, membuka rekening bank, 

atau mengajukan pajak. Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang 

diri seseorang dengan maksud mencemarkan nama baik atau merusak reputasi. 
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Konsekuensi Hukum, Pemalsuan identitas adalah pelanggaran hukum di 

banyak yurisdiksi, dan konsekuensinya dapat mencakup: Tuntutan pidana: 

Seseorang yang terbukti melakukan pemalsuan identitas dapat menghadapi 

tuntutan pidana, yang dapat mengakibatkan penahanan, denda, atau hukuman 

penjara, tergantung pada seriusnya tindakan tersebut. Sanksi perdata: Korban 

pemalsuan identitas dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku untuk 

mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kerugian finansial: Pemalsuan 

identitas dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi korban, seperti pencurian 

identitas untuk tujuan keuangan. 

Pencegahan dan Perlindungan, Untuk melindungi diri dari pemalsuan 

identitas, individu dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan, seperti: 

Melindungi informasi pribadi dengan aman. Menggunakan kata sandi yang kuat 

untuk akun online. Memeriksa laporan kredit secara berkala untuk mendeteksi 

aktivitas mencurigakan. Mengikuti praktik keamanan online yang baik. Tidak 

mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya. Hukum 

Perlindungan Data, Banyak negara telah mengadopsi undang-undang 

perlindungan data yang ketat untuk melindungi informasi pribadi warganya. 

Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum untuk mengatasi 

pemalsuan identitas dan mengatur bagaimana data pribadi harus diolah dan 

dilindungi. Dalam kesimpulan, pemalsuan identitas adalah pelanggaran hukum 

serius yang melibatkan penggunaan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. 

Ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius dan merugikan korban 

secara finansial dan reputasi. Perlindungan data pribadi dan praktik keamanan 

online yang baik sangat penting untuk mencegah pemalsuan identitas dan 

menjaga keamanan identitas pribadi. 

Pertimbangan Hakim Terkait Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan 

Oleh Pemalsuan Identitas adalah topik yang penting dalam hukum keluarga dan 

perdata. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa pertimbangan 

yang biasanya dipertimbangkan oleh hakim ketika menghadapi kasus pembatalan 

perkawinan akibat pemalsuan identitas. 

1. Bukti Pemalsuan Identitas: Pertimbangan utama dalam kasus seperti ini 

adalah apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim pemalsuan 

identitas. Hakim harus memeriksa semua bukti yang ada, seperti dokumen 

palsu, saksi, dan alat bukti lainnya. Kredibilitas bukti ini juga akan menjadi 

faktor penting. 

2. Kesalahan Pihak Tertentu: Hakim perlu mempertimbangkan apakah salah 

satu pihak dalam perkawinan tersebut ikut serta dalam pemalsuan identitas 

atau apakah mereka terlibat dalam situasi tersebut tanpa sepengetahuan 

mereka. Jika ada kesalahan yang jelas dari satu pihak dalam pemalsuan 

identitas, hakim harus mempertimbangkan bagaimana ini memengaruhi 

keputusan. 
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3. Kesalahan dalam Prosedur Pernikahan: Pertimbangan lain adalah apakah 

pemalsuan identitas itu sendiri telah mempengaruhi prosedur pernikahan. 

Misalnya, apakah salah satu pihak menikahi orang yang seharusnya tidak 

memenuhi syarat pernikahan karena pemalsuan identitas? Hal ini dapat 

mempengaruhi keabsahan perkawinan. 

4. Kemampuan Pihak untuk Menerima Pemalsuan Identitas: Hakim juga harus 

mempertimbangkan apakah pihak yang tidak terlibat dalam pemalsuan 

identitas seharusnya dapat mendeteksi atau menyadari pemalsuan 

tersebut. Jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi 

pemalsuan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan. 

5. Kesejahteraan Anak: Jika ada anak atau keturunan dari perkawinan yang 

akan dibatalkan, hakim harus mempertimbangkan bagaimana pembatalan 

perkawinan ini akan memengaruhi kesejahteraan anak. Hakim harus 

mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan anak. 

6. Kepentingan Sosial dan Hukum: Hakim harus mempertimbangkan implikasi 

sosial dan hukum dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. 

Ini termasuk memeriksa apakah tindakan ini akan menjadi preseden 

penting dalam kasus serupa di masa depan. 

7. Rehabilitasi dan Restitusi: Dalam beberapa kasus, hakim dapat 

mempertimbangkan apakah pihak yang bersalah dalam pemalsuan 

identitas telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tindakan 

mereka atau untuk memberikan restitusi kepada pihak yang terkena 

dampak. Hal ini dapat memengaruhi apakah pembatalan perkawinan 

benar-benar diperlukan. 

8. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan harus selalu menjadi pertimbangan utama 

dalam pengambilan keputusan. Hakim harus memastikan bahwa keputusan 

yang diambil adalah yang terbaik dalam mengakomodasi hak-hak semua 

pihak yang terlibat. 

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas adalah masalah yang 

rumit dan harus ditangani dengan hati-hati. Keputusan hakim akan sangat 

bergantung pada bukti dan fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut. Keseluruhan, 

pembatalan perkawinan seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum 

perkawinan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam sistem peradilan yang adil dan 

berkeadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus 

hukum berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Dalam melakukan pertimbangan, 

hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sesuai dengan hukum 

yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etis, moral, dan 

keadilan.  

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah menentukan secara tegas 

bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing 

masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, 
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1974). Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 

6 sampai Pasal 12 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara 

lain: 1) Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1); 2) 

Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 

21 tahun (Pasal 6 ayat (2); 3) Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon 

mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Ayat 

(1); 4) Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau 

darah yang menyebabkan tidak boleh kawin (Pasal 8); 5) Baik mempelai wanita 

maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, 

kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan 

poligami (Pasal 9).  

Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 

22 menyatakan: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan, Terhadap pernikahan yang 

dilakukan yang telah tercatat maka pernikahan kedua tersebut dapat dinyatakan 

sah secara hukum, namun apabila pernikahan itu hanya dilakukan dengan 

menggunakan surat nikah sementara maka pernikahan itu tidak sah secara hukum. 

Terhadap suatu pernikahan yang telah dicatatkan di depan pencatat nikah, maka 

perkawinan kedua pelaku dinyatakan sah, karena yang diputus oleh hakim 

hanyalah terhadap perbuatan yang telah di dakwaan dalam Pasal 279 KUHP. 

KESIMPULAN 

Proses hukum yang dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas saat 

perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk 

memastikan keabsahan dan keberlakuan pernikahan serta untuk melindungi hak-

hak individu yang terlibat. Pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan adalah 

tindakan ilegal yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Proses hukum 

pada kasus pemalsuan identitas saat perkawinan terjerat Pasal 263 KUHP dengan 

ancaman pidana 6 tahun, dan juga melanggar Undang-undang No 24 tahun 2013 

tentang administrasi keperdudukan pada pasal 94 dengan ancaman paling lama 6 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00. 

Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam sistem peradilan yang 

adil dan berkeadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kasus-

kasus hukum berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Dalam melakukan 

pertimbangan, hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sesuai 

dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etis, 

moral, dan keadilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh 

seorang hakim: 1. Hukum yang Berlaku; 2. Fakta dalam Kasus; 3. Kepatuhan 

Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum; 4. Kepentingan Pihak-pihak yang Terlibat; 5. 

Etika dan Moral; 6. Preseden; 7. Aspek Sosial dan Politik; 8. Keadilan; 9. Kepatuhan 

dengan Hak Asasi Manusia; 10. Kewenangan dan Wewenang Hakim. 



Jurnal IKAMAKUM 
Vol 3, No 1, Juli 2023  77-88 
 

88 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Kementrian Agama RI, Alq’uran Terjemah dan Tajwid, (Jawa Barat: Sygma 

Creative Media Crop, 2014). 

Abd Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, UIR Press, Pekanbaru, 

2008. 

   Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas 

Dalam Berpoligami, (Ponorogo; SIKES Ponorogo, 2019). 

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Bandung: Sumur 

Bandung, 1981), Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatlan 

Perkawinan. 

Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. 

jurnal ilmu hukum. 

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014). 

Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Jakarta Kencana Prenada 

Media, 2006). 

Admaja Priyatno. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi di Indonesia (Bandung CV Utomo, 2004). 

 

Perundang-undangan 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. 


